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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap
perusahaan atas pelaksanaan PKWT berdasarkan UU cipta kerja. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu diperlukannya evaluasi,
pengawasan dan perbaikan terhadap pengaturan PKWT pada UU Cipta Kerja. Pengawasan terhadap
perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang
ditetapkan mengakibatkan meningkatnya kasus ketenagakerjaan terutama pada PKWT. Saran dari
penelitian ini adalah diperlukannya evaluasi kinerja dinas ketenagakerjaan terhadap jangka waktu
maksimal PKWT yang diterapkan oleh perusahaan, perbaikan terhadap ketentuan spesifik mengenai
hak dan kewajiban dari dinas pengawas ketenagakerjaan dan sanksi hukum bagi perusahaan yang
tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan
serta payung hukum yang seimbang khusunya kepada para pekerja/buruh PKWT sesuai dengan
ketentuan UU Cipta Kerja yang berlaku dan para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan
kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.

Kata kunci: Dinas Ketenagakerjaan; Outsourcing; Pengaturan Hukum; Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu; Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Abstract

This study aims to examine juridically the implementation of supervision and sanctions against
companies for the implementation of PKWT based on the labor copyright law. The method used in
this research is the normative juridical method. The result of this writing is the need for evaluation,
supervision and improvement of the PKWT arrangement in the Job Creation Law. Supervision of
companies that employ PKWT workers / laborers exceeding the maximum period stipulated results
in an increase in labor cases, especially on PKWT. Suggestions from this research are the need to
evaluate the performance of the Manpower Office on the maximum period of non-permanent
contracts applied by companies, improvements to specific provisions regarding the rights and
abligations of the Manpower Supervisory Service and legal sanctions for companies that do not
comply with the provisions of the Job Creation Law. It is hoped that this can provide protection and
a balanced legal umbrella, especially for PKWT workers / laborers in accordance with the
provisions of the applicable Job Creation Law and workers / laborers can get the rights and
obligations they should ger.

Keywords: Legal Regulation; Specific Time Work Agreement; Employment Service; Unspecified
Time Work Agreement; Outsourcing

1. PENDAHULUAN




Sejak dikeluarkannya UU Cipta Kerja yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020,
hingga saat ini UU Cipta Kerja masih menuai pro dan kontra serta penolakan
terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Penolakan tersebut berasal dari kalangan
pekerja, serikat buruh dan masyarakat yang merasa dalam pembuatan UU Cipta
Kerja ini tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat secara maksimal. Terlebih
dalam kebijakan kebijakan terbaru yang dimuat pada UU Cipta Kerja dinilai semata
mata demi keuntungan pengusaha dan investor. UU Cipta Kerja ini dicanangkan
untuk membentuk payung hukum agar proses bisnis serta perizinan bisnis di
Indonesia menjadi lebih mudah.

Sejalan dengan penyempurnaan UU yang berhubungan dengan Cipta Kerja
khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, dalam implementasinya masih
terdapat sengketa hukum yang salah satunya berkaitan dengan hubungan kerja.
Berdasarkan sumber data yang dipublikasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi di tahun 2022 terdapat 9.397 orang yang terlibat pada kasus
ketenagakerjaan. Permasalahan mengenai ketenagakerjaan ini sangat jarang
terdengar di publik dikarenakan di sebagian bidang pekerjaan yang tidak memiliki
perlindungan hukum yang pasti ini tidak pernah terdaftar pada lembaga yang
berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih banyak bidang kerja yang kurang
mendapat pengawasan yang maksimal dari pihak berwenang. Salah satunya yaitu
permasalahan yang dialami oleh pekerja/buruh yang hubungan kerjanya didasarkan
pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berdasarkan Pasal 1 ayat 10
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah
Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Sedangkan
PKWTT merupakan perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk
mengadakan hubungan Kerja yang bersifat tetap.

Permasalahan yang sering timbul dalam PKWT, salah satunya mengenai
implementasi dari penerapan jangka waktu tenaga kerja PKWT (Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu) oleh Perusahaan. Pengaturan UU Cipta Kerja memperpanjang
pengaturan jangka waktu PKWT menjadi 5 tahun termasuk 2 kali perpanjangan.
Kebijakan PKWT ini dalam implementasinya masih banyak yang tidak sepenuhnya
dilaksanakan oleh perusahaan, khususnya terkait jangka waktu PKWT, dimana
perusahaan dalam mempekerjakan pekerja/buruh PKWT nya tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku saat ini. Bahkan pada praktiknya pengawasan yang
seharusnya menjadi wewenang disnaker tidak berjalan efektif, karena fakta
lapangannya kewajiban pendaftaran atas PKWT yang dibuat tidak didaftarkan oleh
perusahaan sehingga disnakerpun tidak bisa mengawasi jangka waktu maksimal
yang diterapkan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh PKWT nya yang




menyebabkan pekerja tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang
semestinya ketika dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal.

Permasalahan mengenai PKWT ini sebelumnya telah ada yang melakukan
penelitian serupa yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, pertama
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah (2022). Penelitian ini menganalisis
mengenai pemberian kompensasi terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
yang berdasar pada UU Cipta Kerja. Kelebihan dari penelitian ini yaitu terdapat
penjelasan detail mengenai kompensasi yang seharusnya didapatkan oleh PKWT.
Aspek yang membedakan penelitian sekarang dengan yang terdahulu yaitu pada
penelitian terdahulu hanya membahas sebatas kebijakan kompensasi PKWT pada
UU Cipta Kerja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulan (2021) membahas
mengenai pengaturan batas waktu PKWT yang ditinjau secara yuridis dari UU No
11 Tahun 2020. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu peneliti dapat mengetahui
kelemahan dari UU No 11 Tahun 2020 tersebut akan tetapi kelemahannya yaitu
peneliti tidak menguraikan pembaharuan atau saran yang harus diberikan kepada
pembuat undang undang. Aspek pembeda penelitian seckarang dan yang terdahulu
yaitu pada penelitian terdahulu yaitu poin peraturan yang dikaji. Dalam
penelitiannya, penelitian ini mengkaji mengenai perkembangan pemberian jangka
waktu pada PKWT di UU Cipta Kerja dan tidak menjelaskan mengenai poin poin
yang perlu dilakukan pembaharuan pada pengaturan PKWT.

Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erlangga (2021) yang
membahas tentang perbandingan kebijakan PKWT di UU Cipta Kerja dan UU
No.13 Tahun 2003. Hasil dari pembahasan penelitian tersebut yaitu UU Cipta Kerja
(omnibuslaw). Poin pembeda antara penelitian sekarang dengan yang terdahulu
yaitu penelitian saat ini fokus pada implementasi kebijakan yang berkaitan dengan
PKWT, baik oleh perusahaan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang
merugikan pekerja serta peranan pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan
fungsinya.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu. Kesamaannya yaitu dasar hukum kajian yuridisnya adalah UU
ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Perbedaannya yaitu kekhususan klausula
yang diteliti dari UU Cipta Kerja. Terdapat pembaharuan dalam penelitian ini yaitu
penelitian ini memfokuskan kepada implementasi pengawasan Disnaker terhadap
jangka waktu pekerja/buruh PKWT, di beberapa penelitian sebelumnya belum
terfokus kepada akibat hukum terhadap perusahaan yang mempekerjakan
pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu. Selain itu, hingga saat ini belum
terdapat sanksi hukum bagi perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja/buruh
PKWT nya melebihi jangka waktu maksimal. Oleh karenanya pelaksanaan
penelitian ini bertujuan untuk melakukan mengkaji mengenai implementasi




pengawasan pihak berwenang yang masih belum optimal dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi terhadap bidang kerja yang minim perlindungan hukum

2. METODE

Metode penelitian adalah suatu langkah dari sumber terhadap objek-objek
yang di lakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi data
penelitian. Jenis metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum yuridis normatif
ini berpacu seperti yang tertulis pada peraturan perundang undangan. Penelitian
yuridis normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas mengenai
implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan atas
pelaksanaan pkwt berdasarkan uu cipta kerja. Hal ini diperlukan untuk menjawab
permasalahan yang ada saat ini mengenai implementasi pengawasan terhadap
jangka waktu maksimal tenaga PKWT di Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan
perundang undangan (statue approach) serta pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang berdasar dan mengacu
pada undang undang. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang
berdasar pada perspektif kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan perundang-
undangan dalam penelitian ini menggunakan UU Cipta Kerja dan juga membahas
kasus terkait jangka waktu maksimal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
sebagai pendekatan kasusnya.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan primer yang berdasar pada
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja. Penelitian ini juga bersumber dari bahan hukum sekunder yang
diantaranya yaitu buku, jurnal hukum, putusan mahkamah agung serta data artikel
dan hasil penelitian hukum yang berkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan
PKWT melebihi jangka waktu maksimal UU Cipta Kerja

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami
perkembangan seiring berjalannya waktu, setiap pembaharuan hukum
ketenagakerjaan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan lapangan
kerja yang merata serta penyediaan jasa para tenaga kerja yang merata. Pengaturan
dasar mengenai ketenagakerjaan sudah mulai diberlakukan pada Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperbaharui kembali pada
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta kerja secara




khusus mengatur ketentuan hubungan kerja dimana salah satunya adalah hubungan
kerjayang didasarkan PKWT, yang pada kenyataannya memiliki manfaat yang baik
bagi tenaga kerja tersebut maupun perusahaan. Pertumbuhan masyarakat Indonesia
yang tinggi berakibat pada jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat juga
setiap tahunnya, sehingga hubungan kerja berdasarkan PKWT bisa menjadi solusi
untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja untuk sementara waktu sebelum para
pekerja diangkat menjadi pekerja PKWTT. Bagi perusahaan, keuntungan dengan
adanya PKWT berupa pemenuhan lowongan kerja yang bentuk atau jenis
pekerjaannya musiman dan keuntungan lainnya yaitu perusahaan bisa memperoleh
kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik ketika para pekerja tersebut
nantinya diangkat menjadi PKWTT.

Terdapat perubahan yang cukup signifikan pada pengaturan mengenai
PKWT terutama mengenai jangka waktu serta payung perlindungan hukum tenaga
PKWT yang tidak tercantum pada pengaturan UU Cipta Kerja. Berdasarkan
peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT merupakan hubungan
kerja yang dapat terjadi jika terdapat perjanjian kerja diantara pengusaha dan
pekerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan. Dikarenakan adanya perjanjian
atau kontrak mengikat maka dari itu diperlukannya peran pengawas untuk bisa
mengawasi apakah perusahaan atau pekerja’buruh PKWT sudah menjalankan
semua prosedur dari awal hingga akhir kontrak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum pada UU Cipta Kerja. Pengaturan ini tercantum pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 13 yang menyatakan bahwa PKWT
harus dicatat oleh perusahaan kepada kementrian yang berwenang di bidang
ketenagakerjaan dengan jangka waktu paling lambat 3 hari. Dengan adanya
pencatatan ke Disnaker ini harapannya dapat mengurangi pelanggaran -
pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh PKWT.

Akan tetapi, berdasarkan data statistik yang dibuat oleh Presiden Asosiasi
Serikat Pekerja Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 15.000 kasus pemutusan
hubungan kerja PKWT secara sepihak dan jangka waktu PKWT yang melebihi
ketentuan yang berlaku. Dikarenakan semakin meningkatnya kasus pemutusan
hubungan kerja pekerja/buruh dan pekerja/buruh PKWT dipekerjakan melebihi
jangka waktu maksimal maka diperlukan peran pengawas, yang oleh undang-
undang diamanatkan kepada dinas pengawas ketenagakerjaan. Dasar kebijakan
terkait pengawasan dalam ketenagakerjaan tercantum lengkap pada Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bisa menjadi pelindung
hukum bagi para pekerja. Sesuai yang tercantum pada pasal 60 Peraturan




Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa
pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada
kementerian atau dinas di bidang ketenagakerjaan. Hal ini berkesinambungan
dalam penjelasan Pasal 81 angka 15 yang merevisi terkait penjelasan pada Pasal 59
ayat 3 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja yang
dijelaskan dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab pada
bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan dua pasal diatas tugas pengawasan itu adalah wewenang dan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(selanjutnya disebut “Disnaker”). Kewajiban Disnaker tidak memiliki dasar hukum
yang cukup kuat dalam UU Cipta Kerja. Akan tetapi, berdasarkan yang tertera pada
Pasal 182 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
kewajiban pengawas ketenagakerjaan yaitu berfungsi sebagai penyidik dalam
berbagai permasalahan ketenagakerjaan seperti melakukan pemeriksaan terhadap
laporan mengenai kasus di bidang atau lingkup ketenagakerjaan, melakukan
pemeriksaan dan juga penyidikan terhadap aduan permasalahan ketenagakerjaan.

Dalam implementasinya hingga saat ini Disnaker selaku instansi yang
berwenang, belum melakukan pengawasan secara optimal. Hal ini dibuktikan
dengan masih maraknya berbagai permasalahan ketenagakerjaan terutama pada
tenaga PKWT. Perlindungan hukum yang lemah terhadap tenaga PKWT disertai
pengawasan yang belum optimal, mengakibatkan maraknya permasalahan PKWT
seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak, pegawai PKWT yang
dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal serta tidak terpenuhinya hak hak
tenaga PKWT.

Maka dari itu, diperlukannya evaluasi pengawasan yang dilakukan Disnaker
apakah sudah sesuai dengan standar pengawasan yang mereka lakukan sehingga
bisa mengurangi semakin tingginya angka pelanggaran oleh perusahaan yang
mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebih jangka waktu maksimal.
Pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) juga memiliki peran penting dalam
pembuatan peraturan di Indonesia. Dilihat dari lemahnya pengawasan terhadap
pekerja/buruh PKWT di Indonesia, maka diperlukan adanya evaluasi serta
perbaikan terhadap UU Cipta Kerja yang berlaku saat ini. Dalam pengaturannya
perlu adanya peraturan yang memuat secara jelas hak dan kewajiban pengawas
ketenagakerjaan di Indonesia khususnya terhadap para pekerja/buruh PKWT.
Selain itu, perlu adanya juga peraturan atau pasal yang mengatur secara rinci
mengenai perlindungan hukum pekerja/buruh PKWT yang dipekerjakan melebihi
jangka waktu maksimal. Pembenahan terhadap UU Cipta Kerja ini diharapkan
dapat mengurangi permasalahan ketenagakerjaan yang marak saat ini dan para




pekerja/buruh PKWT bisa mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya

mereka dapatkan.

3.2 Akibat hukum apabila pekerja/buruh PKWT dipekerjakan melebihi
jangka waktu maksimal berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja

Akibat hukum terlahir dari sebuah akibat yang bersumber dari tindakan yang
dilakukan oleh pelaku serta diatur oleh hukum. Dalam arti lain akibat hukum
bersumber dari kejadian-kejadian tertentu sebagai akibat dari suatu tindakan hukum
manusia. Akibat hukum dapat terjadi setelah adanya peristiwa hukum, dalam setiap
peritiwa hukum dapat memicu timbulnya akibat hukum. Khususnya yang akan kita
bahas pada bagian ini yaitu akibat hukum bagi perusahaan apabila pekerja/buruh
PKWT dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal berdasarkan UU Cipta
Kerja.

Sesuai yang tertera pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT adalah suatu bentuk
pekerjaan yang pekerja/buruhnya dipekerjakan berdasarkan jangka waktu dan
selesainya suatu pekerjaan. Dalam arti lain status PKW T pada pekerja/buruh hanya
dapat diberlakukan pada pekerjaan dengan sistem kurun waktu yang terbatas atau
pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman. Mulanya pengaturan mengenai
jangka waktu PKWT di Indonesia diatur pada pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya boleh
dipekerjaan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun disertai dengan
perpanjangan waktu 1 (satu) tahun.

Kemudian kebijakan mengenai jangka waktu tersebut diperbaharui pada
pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan
Hubungan Kerja bahwa jangka waktu maksimal pekerja/buruh PKWT yaitu 5 tahun
termasuk perpanjangannya. Adanya pembaharuan ketentuan ini tentunya bertujuan
untuk menciptakan perlindungan hukum yang sama antar pengusaha dan
pekerja/buruh PKWT. Namun pada kenyataanya, pembaharuan pengaturan jangka
waktu maksimal PKWT tentunya sangat merugikan para pekerja/buruh. Semakin
lama jangka waktu maksimal pekerja/butuh PKWT, semakin lama perusahaan bisa
mempekerjakan pekerja sebagai tenaga PKWT. Perusahaan dapat melakukan
perjanjian dengan pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu UU Cipta Kerja,
hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran upah
pekerja, karena upah pekerja/buruh PKWT tentunya lebih kecil jika dibandingkan
dengan pekerja PKWTT.

Pembaharuan ini juga menyebabkan semakin lama para pekerja/buruh
mendapat kepastian untuk diangkat menjadi PKWTT atau diangkat sebagai pekerja
tetap disuatu perusahaan. Peraturan ini memperlihatkan kepastian yang memiliki




beda kepentingan, disatu sisi dapat dikatakan menguntungkan perusahaan dan disisi
lain dapat merugikan pekerja untuk menjamin kelangsungan pekerjaanya.
Kebijakan PKWT ini dalam implementasinya masih ada yang tidak sepenuhnya
dilaksankan oleh perusahaan, dimana perusahaan perusahaan dalam
mempekerjakan pegawai PKWT nya tidak sesuai atau tidak patuh dengan peraturan
yang berlaku saat ini.

Saat ini banyak pekerja’buruh PKWT yang dipekerjakan dengan jangka
waktu yang terus menerus tanpa terputus sehingga melebihi ketentuan jangka waktu
maksimal PKWT. Beberapa jabatan pekerja yang di pekerjaan terus menerus
dengan status PKWT antara lain pekerja di perusahaan perbankan, yaitu jabatan
satpam, feller, call center dan lain lain. Fakta ini ditemui dari adanya putusan
sengketa pengadilan Hubungan Industrial antara Perusahaan dan pekerja PKWT
yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukup tetap (in kracht van gewisjde)
yaitu putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pdg
jo.427 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Dalam putusan tersebut penggugat merupakan pekerja
PKWT dengan posisi teller di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Penggugat pada
perusahaan tersebut berstatus sebagai PKWT denagan jabatan Teller selama kurang
lebih 4 tahun. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara sepihak dan status PKWT yang melebihi jangka waktu
maksimal yang ditentukan.

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 20/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pdg jo. 427 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menetapkan
status penggugat dalam perusahaan tersebut sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT) dan Tergugat dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sepihaknya diwajibkan membayar pesangon dan membayar hak hak pekerja dengan
status karyawan tetap atau PKWTT. Dari contoh kasus diatas, berdasarkan
ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku saat itu yakni UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan pekerja/buruh PK'WT hanya boleh dipekerjakan maksimal
2 tahun kerja dengan 1 kali perpanjangan.

Jangka waktu PKWT Penggugat pada kasus diatas sudah melebihi jangka
waktu maksimal yang ditetapkan. Selain jangka waktu pekerja PKWT yang tidak
sesuai ketentuan, jenis pekerjaan yang diberikan kepada pegawai tersebut yaitu
teller tidak termasuk ke dalam ketegori pekerjaan musiman atau pekerjaan yang
bersifat sementara. Maka, akibat hukum bagi perusahaan yang telah menetapkan
jangka waktu PKWT melebihi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku serta
pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan ini tercantum pada penjelasan dari pasal
81 ayat 15 UU Cipta Kerja mengubah penjelasan pada pasal 59 ayat 3 UU
Ketenagakerjaan menyatakan jika PKWT tidak memenuhi ketentuan yang
tercantum pada UU Cipta Kerja, maka demi hukum status Perjanjian Kerja Waktu




Tertentu (PKWT) pada pekerja/buruh tersebut diubah menjadi Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Akibat hukum tersebut didasarkan pada UU Cipta Kerja khususnya pada
bagian penjelasanya, walaupun hal tersebut diatur dalam penjelasan pasal akibat
hukum itu tetap sebagai tafsir resmi dari para pembentuk undang undang yang sah
dan dapat diberlakukan di masyarakat. Hingga saat ini dalam UU Cipta Kerja belum
tercantum secara jelas mengenai akibat hukum, konsekuensi hukum serta sanksi
bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebih jangka waktu
maksimal. Berkaca dari kasus diatas, diperlukannya konsekuensi hukum yang tegas
terhadap perusahaan. Mengingat kasus diatas merupakan 1 dari 100 kasus PKWT
yang dipekerjakan melebihi jangka waktu. Dari data ini diketahui, bahwa hingga
saat ini belum adanya konsekuensi hukum yang dapat memberikan efek jera yang
berpengaruh langsung kepada perusahaan. Siklus yang terjadi hingga saat ini seperti
pekerja/buruh PKWT yang dipekerjakan melebihi jangka waktu, pekerja/buruh
PKWT mengajukan gugatan, hakim memutus pekerja/buruh sebagai pekerja
PKWTT dan perusahaan kembali merekrut pekerja/buruh PKWT lainnya.

Diperlukannya evaluasi terhadap UU Cipta Kerja agar hal ini dapat
memberikan efek jera kepada perusahaan yang mempekerjakan para pekerja/buruh
PKWT melewati ketentuan jangka waktu maksimal serta pelanggaran lainnya yang
tidak sesuai pada peraturan yang tercantum pada UU Cipta Kerja. Perlindungan
hukum yang masih lemah terhadap pekerja/buruh PKWT menjadi celah perusahaan
untuk merekrut lebih banyak lagi pekerja/buruh PKWT dengan upah yang kecil.
Hal ini berakibat semakin meningkatnya kasus pelanggaran terhadap pekerja/buruh
PKWT di Indonesia. Dalam hal ini, sesuai ketentuan normatifnya diperlukan juga
peran Disnaker dalam meminimalisir hal ini. Namun, pada kenyataannya Disnaker
belum melakukan pengawasan secara maksimal sehingga masih banyak kasus
perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Maka, diperlukan juga
suatu aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang mengatur secara rinci hak dan
kewajiban Disnaker agar dapat meminimalisir kasus ketenagakerjaan di Indonesia.
4. PENUTUP

Pengaturan mengenai pekerja/buruh PKWT tercantum pada Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan spesifik mengenai PKWT
tercantum dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam kedua peraturan
tersebut hingga kini belum ada pasal atau ketentuan yang mengatur atau
menjelaskan lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban pengawas ketenagakerjaan
di Indonesia khususnya terhadap para pekerja/buruh PKWT. Hingga kini juga
belum ada ketentuan yang dengan rinci mengatur kewajiban dari Disnaker terhadap
perusahaan dan pekerjanya. Selain itu dalam UU Cipta Kerja juga belum mengatur




secara rinci terkait sanksi hukum terhadap perusahaan yang mempekerjakan
pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu maksimal. Dengan tidak adanya
sanksi hukum ini mengakibatkan tidak timbulnya rasa efek jera bagi perusahaan
yang melanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Diperlukannya perbaikan UU Cipta
Kerja khususnya terhadap ketentuan spesifik mengenai kewajiban dari dinas
pengawas ketenagakerjaan, perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang
dipekerjakan melebihi jangka waktu maksimal dan sanksi hukum bagi perusahaan
yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Adanya perbaikan dari UU Cipta
Kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan serta payung hukum yang
seimbang khusunya bagi para pekerja’/buruh PKWT sesuai dengan ketentuan UU
Cipta Kerja yang berlaku dan para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan
kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.
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